POLITIK HUKUM: PEMBERIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH by Gazali, Gazali
Hlm. 71-87   Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   71  POLITIK HUKUM: PEMBERIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH  Ghazali Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agma Islam Negeri (IAIN) Mataram  Abstak Desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah (gebiedscorporaties), sedang desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu (doelcorporaties). Pajak Daerah  merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan yang memberikan bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai public goods. Sehingga dalam konteks tujuan tersebutlah kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan PERDA diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pajak pusat karena itu akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsikan kegiatan perekonomian.  Kata Kunci: Pajak. Perda. Kebijakan.  A. PENDAHALUAN Undang-Undang Dasar  1945 dalam pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa segala pungutan yang bersifat memaksa harus disertai dengan undang-undang sebagai landasan yuridis, agar negara tidak berlaku semena-mena memungut pajak terhadap rakyatnya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak  daerah diharapkan dapat mendorong 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   72  pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah. Optimalisasi pungutan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat daerah.Keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memungut pajak oleh pemerintah daerah telah mendapatkan hasil yang menggembirakan, yakni sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Pajak Daerah  merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan yang memberikan bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai public goods. Penerimaan pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran daerah yaitu (a) untuk membiayai investasi total (pay as you go) (b) untuk membiayai pembayaran hutang (pay as you use) (c) menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan.1 Bagi pemerintah daerah, penerimaan pajak yang terpenting dan dominan adalah yang bersumber dari pajak penerangan jalan, hotel, hiburan, reklame serta pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang baru saja diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dipungut serta dikelola sebagai sumber dapatan daerah dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan PERDA diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pajak pusat karena itu akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsikan kegiatan perekonomian, hal ini sudah diantipasi oleh kehadiran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menyebutkan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.                                                           1Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008,  hal 6 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   73  Strategi lain, dalam meningkatkan pendapatan daerah dari objek pajak daerah adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah, yang berakibat langsung pada peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, sehingga akan mampu membantu penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah adalah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang sangat penting. Disamping komponen-komponen yang lainnya seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan. Oleh karena begitu pentingnya pajak daerah tersebut, maka pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendapatan Daerah yang dipercaya untuk mengelola pajak daerah dan sumber lainnya, mengupayakan agar realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985. Kemudian UU ini diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 dan mulai berlaku terhitung 1 Januari 1995. Pajak Bumi dan Bangunana dalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah, karena PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya dibagi-bagikan kepada daerah sebagai bagi hasil dana perimbangan (revenue sharing). Imbangan pembagian penerimaan PBB diatur dalam pasal 18 UU No.12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta melalui PP Nomor 16 Tahun 2000 Tanggal 10 Maret 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK. 0412000 Tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu untuk Pemerintah Pusat sebesar 10 % (dikembalikan lagi kedaerah) dan untuk Daerah sebesar 90%. DalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan Bagi Hasil Pajak. Bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada intinya dimaksudkan untuk  kepentingan masyarakat daerah yang  berkepentingan. Oleh sebab itu sebagian besar hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak yang demikian oleh 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   74  daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan melalui prinsip  otonomi daerah, antara lain melalui pengaturana lokasi sumberdaya negara yang dapat memberi kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publiknya. Sebagai daerah otonom yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan sumber-sumber keuangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemberiansumber-sumber keuangan secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Daerah adalah merupakan langkah sangat strategis dalam upaya meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menopang jalannya pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya otonomi daerah yangmandiri. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur, menentukan, dan memungut pajak-pajak lokal (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah strategi bagi penciptaan iklim politik yang demokratis, serta memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat di Daerah. Penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah dapat dipandang sebagai bagian dari usaha mempersingkat pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pemungutan pajak di daerah. Kemudian pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam memungut pajak merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   75  daerah dalam rangka peningkatan terhadap pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Pajak merupakan salah satu faktor yang krusial dalam proses pembangunan dan penguatan simpul-simpul demokrasi di bidang ekonomi. Memberikan kewenangan untuk memungut pajak kepada daerah sudah sewajarnya dilakukan untuk mempertegas keberpihakan kepada proses demokrasi. Kewenangan daerah untuk menentukan objek pajak, basis pajak, memungut dan memanfaatkan uang hasil pajak merupakan penguatan posisi dan peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan secara mandiri.  B. PEMBAHASAN  Indonesia sebagai Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi dibagi atas daerah Kabupaten/Kota yang masing masing mempunyai pemerintahan sendiri. Lebih lanjut amanat pasal tersebut menegaskan bahwa, Indonesia sebagai Negara Kesatuan  memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan dan kepentingan Negara Kesatuan merupakan batas umum pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah. Pembatasan terhadap pemberian otonomi seluas-luasnya akan menjelma dalam peraturan yang: 1. Mengatur memberikan wewenang kepada Pusat untuk setiap saat menentukan urusan-urusan Pemerintah yang akan menjadi wewenangnya; 2. Memberikan wewenang kepada Pusat untuk menarik kembali atau mengalihkan urusan rumah tangga Daerah menjadi urusan Pusat; 3. Memberikan wewenang untuk menolak hasrat suatu Pemerintah Daerah (otonom) untuk dan mengurus urusan Pemerintahan tertentu; 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   76  4. Memberikan wewenang kepada Pusat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah baik preventif, represif maupun dalam bentuk pengawasan lainnya. Untuk melaksanakan amanat pasal 18 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas maka dibentuklah undang undang pemerintahan daerah yang saat ini adalah Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI. No. 125.Th. 2004 TLNRI. No. 4437).  Kewenangan Pemerintahan Daerah di dalam Negara Kesatuan Dalam perkembangannya, urusan Pemerintahan menjadi semakin komplek dan rumit, jumlah penduduk bertambah banyak dan heterogen. Maka beberapa negara-negara di dunia ini dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan di daerahnya dilakukan dengan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Demikian pula dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,urusan Pemerintahan di daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan asas-asas tersebut sebenarnya bukan hanya karena makin kompleksnya urusan pemerintahan, jumlah penduduk yang bertambah dan heterogen semata, tetapi hakekat yang ingin dicapai adalah segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi melahirkan pembagian wilayah Negara di dalam wilayah-wilayah administratif beserta Pemerintahan wilayahnya. Sedangkan pelaksanaan asas desentralisasi melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom.   
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   77  1. Desentralisasi  Van Der Pot mengartikan desentralisasi sebagai ” dat regeling en bestuur niet uitsluitend van uit het centrum worden gevoerd, maar plaatsvinden door het rijk en door een veelheid van andere autonome lichamen, daarbij dient te worden onderscheiden tussen territoriale en functionale decentralisatie, de eerste tot uitdrukking komend in het bestaan van gebieds, de tweede in dat van doel-corporation”2. Desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah (gebiedscorporaties), sedang desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu (doelcorporaties). Di bagian lain Van Der Pot menyatakan ” Vooral ten aanzien van provincie en gemeente wordt vanouds onderscheiden tussen twee vormen van decentralisatie, autonomie en medebewind (ook wel als zelfbestuur aangeduid). Het water-schap kent vooral de autonomie, terwijl bij de bedrijfsorganisaties voor van medebewind sprake is.3 Desentralisasi teritorial berbentuk otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Sedangkan tugas pembantuan adalah tugas untuk membantu–apabila diperlukan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (undang-undang dan peraturan pemerintah)4. Hakekat desentralisasi: Decentralization and local autonomy may be better understood against the opposite tendency of decentralization. Excessive centralization or centralism is by definition bad for any organism and organization. Decentralization is also a natural tendency that may occur with centralism, simultaneously or alternately.... Under a centralist regime, of course, there is hardly, if any local autonomy. Central control stifles any initiative, discretion or self reliance that to begin with their identity                                                           2C.W. Van Der Pot (et al), Handboek Van Nederlandse Staatsrecht, 11d druk, W.E.J. Tjeenk Willink – Zwolle, 1983, h.525. 3Ibid. 4A.D.Belifante, Beginselen van Nederlands Staatsrecht, 9d druk, Samson, Alphen aan den Rijn, 1983, h.139. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   78  having been suppressed by the dominance or primacy of the central government5 The decentralization interprets as a bargaining process between central and sub-nation government and in their report. The World Bank describes that one of primary objectives of decentralization is to maintain political stability in the face of pressure for localization. Then it is acknowldged that when a country finds itself deeply divided, especially along geographic or etnic lines, decentralization provides an institutional mechanism for bringing opposition groups into a formal, rule-bound bargaining process6 Desentralisasi dalam hal ini bukan sekedar pemencaran wewenang (spreading van bevoegdheid), tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (scheiding van machten) untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan Negara antara Pemerintah Pusat dan satuan-satuan Pemerintah tingkat lebih rendah.7 Menurut Pasal 1 angka 7 Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 6 Undang Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenanang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal ini, Indonesia menganut desentralisasi teritorial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berarti ada dua bentuk kewenangan yaitu kewenangan untuk mengatur dan kewenangan untuk mengurus.Pentingnya pelaksanaan asas desentralisasi menurut The Liang Gie dapat dilihat dari berbagai persfektik yakni:                                                           5Romeo B, Ocampo in Perfecto L, Padilla, 1992. 6The World Bank Report 1999 – 2000, Decentralization Rethinking Government 7Yuswanto, Politik Hukum Otonomi Daerah, Materi Kuliah Hukum Otonomi Daerah Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fak Hukum Univ.Lampung 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   79  a. Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani; b. Dari segi demokrasi, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi; c. Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien; d. Dari segi kultural merupakan pula sebab diselenggarakannya desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna memperhatikan semua itu; e. Dari segi kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah dianggap sebagai suatu instansi yang dapat membantu pembangunan itu.8 Ada beberapa keuntungan dengan dianutnya desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yakni : a. Mengurangi bertumpuk-tumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan; b. Dalam menghadapi masalah-masalah yang sangat mendesak yang membutuhkan tindakan cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. c. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk, karena setiap keputusan, pelaksanaannya dapat segera diambil. d. Dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan-pembedaan (diferensiasi-diferensiasi) dan pengkhususan-pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya                                                           8The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta, 1968, h.35-41. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   80  desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyelesaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan dan keadan-keadaan daerah. e. Dengan adanya desentralisasi teritorial, maka Daerah Otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan dan dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh negara, sedangkan hal-hal yang kurang baik dapat dilokalisir/dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah ditiadakan. f. Mengurangi kemungkinan campur tangan dari pemerintah pusat. g. Lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung. Ini merupakan faktor psikologis.9  Selain terdapat keuntungan, desentralisasi ada kelemahannya, yaitu karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, hal mana mempersulit koordinasi a. Keseimbangan dan keserasian serta bermacam-macam kepentingan. Daerah dapat lebih mudah terganggu. b. Khusus mengenai dekonsentrasi teritorial dapat mendorong timbulnya apa yang disebut Daerahisme dan Propinsialisme. c. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan perundingan-perundingan yang lama. d. Dalam peyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.10 2. Dekonsentrasi Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanyabersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakannya sendiri pula. Pendelegasian                                                           9Josef Riwu Kaho, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1982, h.12-13  10Ibid.  
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   81  dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di Pemerintahan Pusat kepada petugas perorangan pusat di Pemerintahan Daerah. Sedangkan menurut Laica Marzuki, dekonsentrasi merupakan ambtelijke decentralisastie atau delegatie van bevoegdheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama Pemerintah Pusat. Suatu ” delegatie van bevoegdheid” bersifat instruktif. Pelimpahan kewenangan (delegation of authority) dalam staatskundige decentralisatie  berakibat beralihnya kewenangan Pemerintah Pusat secara tetap kepada Pemerintah Daerah. Sementara, Maddick11 memaparkan bahwa dekonsentrasi merupakan ”delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff a central department who are situated outside the headquarters”. Secara singkat, dekonsentrasi menciptakan local state government  ataufield administration. Menurut Kartasapoetra12, dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau kepala wilayah atau juga kepala instansi vertical tingkat atas kepada pejabat-pejabat (bawahannya) di daerah. Devolusi adalah pelimpahan Wewenang yang merupakan tugas jabatan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Otonom Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya, serta kepada Badan atau Perusahaan Negara sebagai “public cooperation”. Bulthuis13 mengartikan dekonsentrasi sebagai (1) kewenangan untuk mengambil keputusan yang diserahkan dari penjabat administrasi/pemerintah yang satu kepada yang lain; (2) penjabat yang                                                           11Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Disertasi, PPS FISIP UI, Jakarta, 2002, h.20. 12Kartasapoetra, RG. Sistematika Hukum Tata Negara, Jakarta, Bina Aksara, 1987,h.87 & 98. 13Ateng Sjafruddin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bandung, Binacipta, 1985, h.4 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   82  menyerahkan kewenangan itu mempunyai lingkungan Pekerjaan yang lebih luas daripada penjabat yang kepada siapa kewenangan itu diserahkan; (3) penjabat yang menyerahkan kewenangan itu (betul) dapat memberikan perintah kepada penjabat yang diserahi kewenangan mengenai pengambilan/pembuatan keputusan itu dan isi dari yang akan diambil/dibuat itu; (4) penjabat yang menyerahkan kewenangan itu (betul) dapat mengganti keputusan yang pernah diambil/dibuat oleh penjabat yang diserahi kewenangan itu dengan keputusan sendiri, dan penjabat yang menyerahkan kewenangan itu (betul) dapat mengganti penjabat yang diserahi kewenangan dengan yang lain menurut pilihan sendiri dengan bebas.   Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut desentralisasi di Indonesia adalah pelimpahan kewenangan secara fungsional dari pejabat atasan atau dari Pemerintah Pusat kepada Pejabat di daerah. Pemerintah Pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama Pemerintah Pusat. Dapat dikatakan desentralisasi disini merupaka suatu delegatie van bevoedgheid  bersifat instruktif. 3. Tugas Pembantuan Tugas pembantuan yaitu pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan tersebut14.Artinya untuk urusan pusat yang                                                           14Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, FH.UII.Press, Yogyakarta, 2009, h.24 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   83  memerlukan pelaksanaan di daerah dapat diserahkan pelaksanaannya kepada satuan pemerintahan otonomi melalui tugas pembantuan15. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.Sehinga dapat dinyatakan bahwa dalam tugas pembantuan disini lebih bersifat pendelegasian kewenangan, daerah hanya mempunyai kewenangan untuk mengurus saja. 4. Teori Pelimpahan Kewenangan Kewenangan yang didalamnya mengandung hak dan kewajiban menurut P. Nicolai adalahkemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Mengenai wewenang itu, H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Dalam negara hukum, sumber kewenangan adalah Undang-Undang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh R.J.H.M. Huismanbahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan kewenangan                                                           15Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, h.25. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   84  pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat). Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku suatu prinsip bahwa di dalam setiap kekuasaan wajib untuk dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu setiap pemberian kekuasaan, harus sudah dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan. Kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan. Beban tanggung jawab ini sangat ditentukan oleh cara-cara memperoleh kekuasaan. Sebagai suatu konsep hukum public, sekurang-kurangnya wewenang terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dankonfirmitas hukum. Komponen “pengaruh” ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen “dasar hukum”, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen “konformitas hukum” mengandung makna adanya standar wewenang, standar umum (untuk semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang, tertentu)16. Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah terdapat adanya perbedaan atau persepsi mengenai kewenangan (Autority) dan urusan (Functions)17.Belum terdapat rumusan pengertian yang tepat dan permanen tentang “urusan”. Pengertian urusan pemerintahan dalam hal ini selalu dikaitkan dan berkenaan dengan konteks pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sedangkan konsep kewenangan berbeda dengan urusan karena dalam kewenangan dapat                                                           16Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 dan 6, Edisi XII September-Desember 1997, h.2.  17Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, 2007, h.93. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   85  diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu obyek tertentu yang ditangani oleh pemerintah. 18  C. KESIMPULAN Pajak merupakan pembayaran dari sektor Sawasta kepada negara berdasarkan undang-undang dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum. Pengembalian daya beli dari sektor swasta oleh negara dalam bentuk pajak meletakkan beban secara langsung yang dirasakan oleh rakyat yang ikut serta dalam lalu lintas tukar menukar. Konsepsi dasar pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara secara otomatis telah dilimpahkan oleh negara kepada daerah dengan diterbitkannya Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI. No. 125.Th. 2004 TLNRI. No. 4437). Dalam konsepsi Undang-undang tersebut telah menempatkan daerah sebagai suatu organisasi yang muncul dan menjadi satu kesatuan yang untuh dengan oraganisasi induknya yakni Negara, dengan kata lain undung undang tersbut menempatkan pemerintah daerah fungsi keperintahannnya di dalam sistem pemerintahan negara (sistim didalam sistim).  Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemungutan Pajak Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam UU ini mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus menggunakan Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah                                                           18Ibid. 
Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016   86  kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur, menentukan, dan memungut pajak-pajak lokal (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah strategi bagi penciptaan iklim politik yang demokratis, serta memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat di Daerah.  DAFTAR PUSTAKA A.D.Belifante, Beginselen van Nederlands Staatsrecht, 9d druk, Samson, Alphen aan den Rijn, 1983. Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008. Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, 2007. Ateng Sjafruddin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bandung, Binacipta, 1985. Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001. C.W. Van Der Pot (et al), Handboek Van Nederlandse Staatsrecht, 11d druk, W.E.J. Tjeenk Willink – Zwolle, 1983. Josef  Riwu Kaho, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1982.  Kartasapoetra, RG. Sistematika Hukum Tata Negara, Jakarta, Bina Aksara, 1987. Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 dan 6, Edisi XII September-Desember 1997.  Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, FH.UII.Press, Yogyakarta, 2009. Romeo B, Ocampo in Perfecto L, Padilla, 1992. Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Disertasi, PPS FISIP UI, Jakarta, 2002. 
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